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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan wujud
tranparansi dan akuntabilitas kinerja BPKAD Provinsi Banten, yang memberikan
gambaran mengenai ketercapaian kinerja BPKAD Provinsi Banten dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja
Tahun 2023 yang didasari oleh Rencana Strategis BPKAD Provinsi Banten Tahun
2023-2026.

Secara umum capaian kinerja BPKAD Provinsi Banten dapat dikategorikan
sangat memuaskan dengan realisasi anggaran mencapai Rp3.664.785.809.988,00
atau 97,94% dari anggaran sebesar Rp3.589.346.322.183,00 dan realisasi Indikator
Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 berhasil mencapai target ataul00% yaitu Opini
Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP).

Keberhasilan capaian kinerja BPKAD Provinsi Banten dalam melaksanakan
Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2023
merupakan upaya dari semua unsur BPKAD dan Stakeholder terkait. Capaian ini
akan dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kinerja BPKAD di tahun-tahun

mendatang semakin meningkat.
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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Banten Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan
Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang dipertegas melalui
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk
pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Banten baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan

dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk
mengevaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Banten selama satu tahun yaitu tahun 2023, sehingga kinerja tahun depan dapat
dilaksanakan secara lebih produktif, efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan,
sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka
menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tahun berikutnya.

Serang, Januari 2024

~“KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI BANT

Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, SE.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670928 199303 2 009
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BAB 1
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Banten Tahun 2022 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur
Banten Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good
governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Banten Tahun

2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Provinsi Banten

2. Mendorong Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi
Banten di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang
didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Banten di dalam pelaksanaan

program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1  Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor

47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi,
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Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Badan Daerah. Sebagaimana Gambar 1.1. dibawah

1mni.
Gambar 1.1
. . . .
Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Banten
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. BPKAD terdiri dari 1 (satu)

Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata
Kerja Badan Daerah, Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sebagai berikut:
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(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Gubernur/Kepala Daerah melalui Koordinasi Sekretaris
Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan,
pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas berdasarkan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan Bidang Urusan Keuangan pada kegiatan Pengelolaan
Keuangan Daerah dan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan
tugas, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran
daerah;

b. Melaksanakan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan
daerah;

c. Melaksanakan pengelolaan data dan implementasi sistem informasi
pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;

d. Melaksanakan pembinaan  pengelolaan keuangan  daerah
kabupaten/kota;

e. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah;

f. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah;

g. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan hal penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Eksistensi sebuah
perangkat daerah bergantung sejauh mana perangkat daerah tersebut mampu
menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan
tindakan yang tepat. Isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu
penting dan permasalahan-permasalahan perangkat daerah. Isu strategis BPKAD
untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah

di lingkungan Provinsi Banten, antara lain :
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1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Provinsi Banten dengan kualitas yang lebih baik;

2. Meningkatkan Persentase Sertifikasi Bidang Tanah yang dimiliki Provinsi

Banten lebih dari 85%;

3. Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Banten untuk menambah Pendapatan

Asli Daerah (PAD);

4. Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi 1 (satu) sistem.

1.4 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja

yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai

dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai

tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah

satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah.

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing—masing instansi

pemerintah. Untuk Peta Proses Bisnis BPKAD sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 1.2

Peta Proses Utama BPKAD Provinsi Banten
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Gambar 1.3

Peta Subproses Bisnis BPKAD Provinsi Banten
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Gambar 1.4
Peta Relasi BPKAD Provinsi Banten
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1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumberdaya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada

tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1

Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan/Status

GOLONGAN
No. JABATAN JUMLAH
I II III IV KET.
1. |Kepala Dinas - - - 1 1
2. |Sekretaris - - - 1 1
3. |Kepala Bidang - - - 3 3
4. |Kepala Sub Bagian - - 1 - 1
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GOLONGAN
No. JABATAN JUMLAH
I II III v KET.
5. |Kepala Sub Bidang - - 2 4 6
6 |Fungsional - - 2 2 4
7. |Pelaksana PNS - 6 73 5 84
8. |Pelaksana TKK/TKS - - - - 76
TOTAL - 6 78 16 176

Berdasarkan data tabel diatas, pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Banten di dominasi oleh pegawai dengan Golongan II sebanyak 6
(enam) orang, Golongan III sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dan Golongan
IV sebanyak 16 (enam belas) serta dukungan dari Pegawai TKK/TKS sebanyal 76

(tujuh puluh enam) orang.

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

No Klasifikasi Jumlah Barang Nilai Aset (Rp)
1 Aset Tetap 3.663 50.795.343.999,38
1. Peralatan dan Mesin 3.605 29.866.341.590,38
2. Gedung dan Bangunan 10 20.110.674.242,00
3. Jalan, Jaringan dan Irigasi 13 601.981.167,00
4. Aset Tetap Lainnya 34 216.047.300,00
2 Aset Lainnya 33 4.345.234.700,00
1. Aset Tidak Berwujud 6 1.151.291.700,00
2. Aset Lain - Lain 27 2.842.943.000,00
Jumlah 55.149.578.669,38

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 30 unit, kendaraan dinas jabatan 4 unit,
kendaraan operasional 18 unit, dan 8 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan
kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola
keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi,
dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet,
pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lainlain sudah tersedia dalam

kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.
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Tabel 1.3
Dukungan Anggaran Tahun 2023

No Rekening Anggaran

1. Belanja Operasi 57.174.817.725,00

2. Belanja Modal 1.538.376.960,00

3. Belanja Tidak Terduga 60.042.715.378,00

4. Belanja Transfer 3.546.029.899.925,00
Jumlah 3.664.785.809.988,00

Dukungan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Banten berasal dari Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD).

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022

Berdasarkan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat
Nomor 700/0199-INSPEKTORAT/2023 tanggal 27 Maret 2023, Hasil
rekomendasi evaluasi AKIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2022 dijabarkan

sebagai berikut:

1. Rencana aksi yang disusun atas perjanjian kinerja sesuai sistematis pada
Lampiran 4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022;

2. Penyusunan LKjIP oleh Tim Kerja dilengkapi daftar hadir, laporan
notulensi dan dokumentasi sebagai wujud partisipasi dari pegawai baik
level pimpinan sampai dengan pelaksana sesuai dengan tanggungjawab,

tugas dan fungsinya.

1.7 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provini Banten Tahun 2023 ini

adalah sebagai berikut :
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Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

organisasi.
Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Organisasi sesuai dengan hasilpengukuran Kkinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaiankinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional;

S. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan / penurunan kinerja serta alternative
solusiyang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan = yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaianpernyataan kinerja).
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3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja
3.3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada sub bab ini sampaikan upaya yang dilakukan dalam
rangka tindaklajut hasil monitoring dan evaluasi LKjIP

BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun
berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun
2023-2026 yang merupakan manifestasi komitmen BPKAD Provinsi Banten
dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten. Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Banten merupakan dokumen landasan atau
acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Banten Tahun 2023-2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka
menengah dengan periode lima tahun. Perencanaan strategis merupakan
pendekatan untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan,
dan berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana
dengan tujuan yang ingin dicapai. Renstra memuat tujuan, sasaran dan
strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di BPKAD Provinsi
Banten yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan

berkesinambungan.

2.1.1 Visi Misi Kepala Daerah

Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Banten Tahun 2023-2026, Pemerintah Provinsi Banten
menetapkan visi pembangunan, yaitu “Banten Mandiri, Maju,
Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”, yang akan

diwujudkan melalui 4 (empat) misi:

1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang
Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas
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2. Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan
Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan

3. Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup yang Lestari

4. Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Baik, Bersih dan Berwibawa

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten tersebut
dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Provinsi Banten
berkontribusi terhadap pencapaian misi ke-4 yaitu Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan

Berwibawa.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan visi dan misi Pemerintah Provinsi
Banten, BPKAD Provinsi Banten menetapkan tujuan sebagai

penjabaran dari visi dan misi yaitu:

1. Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka rumusan
sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 Tahun

adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.1

Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Banten 2023-2026

Target Tahunan Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja | Satuan Akhir
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Renstra
1 Meningkatnya Opini BPK Opini WTP | WTP | WTP | WTP WTP
Kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
2 Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai 73 75 78 80 80
Akuntabilitas Kinerja | Perangkat Daerah
Penyelenggaraan
Pemerintahan
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka
selanjutnya ditentukan strategi dan arah kebijakan yang
dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.
Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan BPKAD Provinsi Banten
No Sasaran Strategis Startegi Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Meningkatnya 1. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas Keuangan
dan Aset Daerah Daeah yang akuntabel Penyelenggaraan Pemerintah
Meningkatnya 2. Peningkatan Kualitas
Manajemen Aset Daerah Akuntabilitas Pengelolaan
Aset Daerah
Meningkatnya Meningkatnya Pelayanan | 1. Melakukan Standarisasi
Akuntabilitas Kinerja Publik yang dilakukan bisnis proses pada BPKAD
Penyelenggaraan setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada
Pemerintahan yang melayani langsung Standar Operasional dan
kepada masyarakat Prosedur (SOP) pelayanan,

serta meminta respon angket
langsung untuk  menuju
pelayanan prima

2.1.4 Target Program dan Indikator Kinerja

Target program dan Indikator Kinerja yang berkaitan

langsung dengan

tercapainya

sasaran Badan Pengelola

Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten, sebagaimana tabel

berikut:

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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Tabel 2.3

Program dan Indikator Kinerja

BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023-2026

TARGET TAHUNAN PENANGGUANG
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM SATUAN JAWAB
2023 2024 2025 2026
1. Persentase pengelolaan anggaran daerah
yang tepat waktu transparan dan Persen 100 100 100 100
akuntabel Kepala Bid
2. Persentase Keputusan Gubernur tentang Persen cpa‘a bidang
hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan Perencanaan
Program Pengelolaan Keuangan . ’ 100 100 100 100 Anggaran Daerah
APBD dan Pertanggungjawaban .
Daerah dan Kepala Bidang
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
. p Perbendaharaan &
Meningkatnya 3. Persentase Kesesuaian laporan dengan Persen 100 100 100 100 Akuntansi
Kualitas Standar Akutansi Pemerintah
1 Pengelolaan 4. Persentasej pengelolgan belanja daerah Persen 100 100 100 100
Keuangan dan yang efektif dan efisien
Aset Daerah 1. Capaian Database Aset Provinsi Banten Persen 23,50 24,00 24,50 25,00
2. gersentase Pengelolaan Aset Provinsi Persen 22,00 22,00 22,00 22,00
Program Pengelolaan Barang anten Kepala Bidang
Milik Daerah 3. Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten Persen 16,50 17,00 17,50 18,00 | Barang Milik Daerah
Persen
4. Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten 25,00 25,00 25,00 25,00
Meningkatnya
Akuntabilitas Proeram Penuniang Urusan Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan
2 Kinerja gra Jang s pada Program Penunjang Urusan Persen 100 100 100 100 Sekretaris
Pemerintahan Daerah Provinsi . .
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pemerintahan
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LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023




2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai
kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata
komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Berikut adalah sasaran kinerja, indikator, dan target yang akan

dicapai dalam tahun 2023:
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Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

Sasaran Indikator Indikator Pagu Anggaran
Kinerja Sasaran Program Kinerja Program Satuan Target Kegiatan/Subkegiatan (Rp)

Meningkatnya Capaian SAKIP
Akuntabilitas Kinerja | Perangkat Daerah Nilai 73 42.962.869.235,00
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Persentase
Ketercapaian dari Persen 100%

Seluruh Kegiatan
pada Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat 1.399.085.100,00
Daerah
Dokumen 7 1. Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
Dokumen 2 2. Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Dokumen 2 3. Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Dokumen 2 4. Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
Dokumen 2 5. Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD
Dokumen 12 6. Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Dokumen 8 7. Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

2.

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

31.158.558.480,00

Orang/Bulan
Dokumen

Dokumen

Dokumen

Laporan

Dokumen

Dokumen

Dokumen

102

12

12

12

18

1.

2.

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

3.

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

57.678.000,00

Dokumen

Dokumen
Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Dokumen

1.

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Koordinasi dan Penilaian
Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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Sasaran Indikator . Pagu Anggaran
g Indikator - o
No Kinerja Sasaran Program N Satuan Target Kegiatan/Subkegiatan (Rp)
Kinerja Program
4. Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 207.050.000,00
Paket 2 1. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya
Dokumen 12 2. Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai
Orang 6 3. Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat 3.246.469.080,00
Daerah
Paket 1 1. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Paket 2 2. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Paket 1 3. Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Paket 2 4. Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Paket 2 5. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Dokumen 1 undangan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Penyelenggaraan Rapat
Paket 1 Koordinasi dan Konsultasi
Laporan 12 SKPD
9. Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
Dokumen 1 10. Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Dokumen 1 Berbasis Elektronik pada

SKPD

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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Sasaran

Indikator

Indikator

Pagu Anggaran

No Kinerja Sasaran Program Kinerja Program Satuan Target Kegiatan/Subkegiatan (Rp)
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah 1.354.670.360,00
Daerah
Paket 1 1. Pengadaan Mebel
Unit 20 2. Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 3.736.849.515,00
Laporan 12 1. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Laporan 12 2. Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Laporan 12 3. Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang  Milik
Daerah Penunjang Urusan 1.802.508.700,00
Pemerintahan Daerah
Unit 2 1. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan  Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Unit 23 2. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Unit 30 3. Pemeliharaan Mebel
Unit 243 4. Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya
Unit 1 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Unit 1 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

Unit

7.

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Meningkatnya
Kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah

Opini BPK

Opini

WTP

3.614.675.388.053,00

1.

Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Persentase
pengelolaan
anggaran daerah
yang tepat waktu
transparan dan
akuntabel

Persen

100

9.

Koordinasi dan

Penyusunan

Rencana Anggaran Daerah

3.501.955.850,00

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

1.

2.

Koordinasi dan Penyusunan
KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA- SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

Dokumen

Orang

41

10.

Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran

Pembinaan Perencanaan
Penganggaran Daerah
Pemerintah Provinsi

10. Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

3.607.853.609.303,00

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

Laporan

1.

2.

Analisis Investasi Pemerintah
Daerah

Analisis Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembayaran
Cicilan Pokok dan Bunga
Pinjaman Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan
Keuangan

Pengelolaan Dana Darurat
dan Mendesak

Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Provinsi

11. Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

382.560.300,00

Dokumen

Dokumen

Orang

41

1.

Inventarisasi dan Analisis
Data Bidang Keuangan
Daerah

Implementasi dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah
Pembinaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

Persentase
Keputusan
Gubernur tentang
hasil evaluasi
Raperda APBD,
Perubahan APBD
dan
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota

Persen

100

12. Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

1.596.613.900,00

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

1.

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Sosialisasi Regulasi Bidang
Keuangan Daerah

Konsultasi dan Koordinasi
Pembinaan Penyusunan dan
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

Dokumen

Dokumen

Orang

Dokumen

40

Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/Kota

6. Konsultasi dan Koordinasi

Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Kabupaten/Kota

7. Konsultasi dan Koordinasi

Pembinaan Penyusunan dan
Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

8. Pembinaan Implementasi

Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah bidang
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

9. Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Konsolidasian Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Statistik
Keuangan Pemerintahan
Daerah
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

Persentase
pengelolaan
belanja daerah
yang efektif dan
efisien

Persen

100

13. Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

660.703.000,00

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Laporan

Dokumen

Dokumen

12

12

1.

2.

Koordinasi dan Pengelolaan
Kas Daerah

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD
Koordinasi, Fasilitasi,
Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring, dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya

Koordinasi, Pelaksanaan
Kerjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

Penerimaan dan Pengeluaran
Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

Persentase
Kesesuaian laporan
dengan Standar
Akutansi
Pemerintah

Persen

100

14. Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

679.945.700,00

Laporan

Laporan

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Orang

14

82

1.

Koordinasi Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran
Konsolidasi Laporan
Keuangan SKPD, BLUD dan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah
Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan
Panduan Teknis Operasional
Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi,
Pelaporan dan
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Sasaran Indikator . Pagu Anggaran
g Indikator . .
No Kinerja Sasaran Program N Satuan Target Kegiatan/Subkegiatan (Rp)
Kinerja Program
Pertanggungjawaban
Pemerintah Provinsi
Lembaga 2 8. Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLUD Provinsi
2. Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Capaian Database Persen
Aset Provinsi 23,50
Banten
Persentase Persen
Pengelolaan Aset 22,00
Provinsi Banten
Capaian Sertifikasi Persen
Aset Provinsi 16,50
Banten
Capaian Persen
Penertiban Aset 25,00
Provinsi Banten
15. Pengelolaan Barang Milik 7.147.552.700,00
Daerah
Dokumen 2 1. Penyusunan Standar Harga
Dokumen 2 Penyusunan Standar Barang
Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik
Daerah
Dokumen 2 3. Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah
Laporan 1 4. Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Laporan 1 5. Inventarisasi Barang Milik
Daerah
Laporan 1 6. Pengamanan Barang Milik
Daerah
Laporan 1 7. Penilaian Barang Milik
Daerah
Dokumen 5 8. Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan
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Sasaran

Indikator
Kinerja Sasaran

Program

Indikator
Kinerja Program

Satuan

Target

Kegiatan/Subkegiatan

Pagu Anggaran
(Rp)

Laporan

Laporan

Orang

41

10.

11.

Penghapusan Barang Milik
Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka
Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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2.3. Instrumen Pendukung Capaiam Kinerja

Instrumen pendukung pengelolaan data kinerja dan pengukuran

kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Banten sebagai berikut :

1. Website BPKAD Provinsi Banten

Website BPKAD Provinsi  Banten  berfungsi

untuk

menginformasikan segala kegiatan yang dihasilkan oleh BPKAD

Provinsi Banten, yang dapat diakses melalui
https:/ /bpkad.bantenprov.go.id/
Gambar 2.1
Website BPKAD Provinsi Banten
f— "
R BADAN PENGELOLARK HEUANGAN, e
i u) %I SET DRERAH YD
X i T
— —— =i
2. Instagram BPKAD Provinsi Banten
Instagram  BPKAD Provinsi Banten berfungsi untuk

menginformasikan segala kegiatan yang diadakan oleh BPKAD

Provinsi Banten, yang dapat diakses

https:/ /www.instagram.com/bpkadprovinsibanten/?hl=id
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Gambar 2.2

Instagram BPKAD Provinsi Banten
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3. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah
suatu Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,
serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang
disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam

pengambilan keputusan.

Gambar 2.4

Tampilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sy
Sistemn Informasi -
P o T
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4. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan

Pelaporan (SIMRAL) SIMRAL Keuangan

Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan
Pelaporan (SIMRAL) merupakan wujud inovasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) untuk membangun tertib administrasi dan
terjaganya konsistensi data pembangunan daerah, dengan
demikian pengelolaan program dan kegiatan pembangunan serta
pengelolaan keuangan didaerah bisa dipertanggungjawabkan dan
transparan. Untuk Tahun 2021 dikarenakan Proses Penatausahaan
dan Pelaporan Keuangan belum bisa menggunakan Aplikasi SIPD

sehingga dibutuhkan Aplikasi SIMRAL Keuangan sebagai backup

data.
Gambar 2.5
Tampilan SIMRAL Keuangan
widey B SonaCared fers W Tkt ech - Gelebel W dpee TR |Cnieg POE . e ooy M be. [ et Ty P g« ddaty ol [l Ko ke b
Qé Pemerintah Proviesi Santen SIMR@L
“hur‘?

Tinia Arcaianar
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5. Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah
(ATISISBADA)

ATISISBADA merupakan aplikasi (software) online yang
berfungsi dalam tata kelola data aset tetap, aset lainnya, aset tak
berwujud sehingga lebih mudah, cepat dan tepat dalam rangka

peningkatan kualitas penatausahaan aset yang lebih tertib.

Gambar 2.6
Tampilan ATISISBADA

6. Sistem Informasi Aplikasi Persediaan (SIAP)

Sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencatat transaksi dan
pengolahan barang pakai habis, aplikasi di rancang secara
sistematis mulai dari transaksi pengadaan barang, penerimaan
barang dan pengeluaran barang dalam rangka mempermudah
penatausahaan persediaan sehingga Data yang dihasilkan dapat

diyakini keandalannya
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Gambar 2.7
Tampilan Aplikasi SIAP
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian
kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
Tahun 2023. Dari hasil pengumpulan data, selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian
kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% < 100% Sangat Tinggi

2 76% < 90% Tinggi

3 66% < 75% Sedang

4 51% < 65% Rendah

S < 50% Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah
ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Banten dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja
dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten beserta target dan capaian

realisasinya.

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat
Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk
peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut proses pencapaian Kinerja
BPKAD Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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MISI

Gambar 3.1

Alur Pencapaian Target Kinerja BPKAD Provinsi Banten

SASARAN

Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik,
Bersih dan Berwibawa

INDIKATOR

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Opini BPK

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan

Capaian SAKIP Perangkat Daerah

PROGRAM

1. Sekretaris

2. Kabid Perencanaan Anggaran
Daerah

3. Kabid Perbendaharaan dan
Akuntansi

4. Kabid Barang Milik Daerah
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi

S

Program Pengelolaan Keuangan
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

- = L= I

Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat
waktu transparan dan akuntabel

2. Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi
Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

3. Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi
Pemerintah

4. Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan
efisien

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

< - L= - J b

Capaian Database Aset Provinsi Banten
Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten
Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten
Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten

> @ N =
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3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan
untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang
didalamnya memuat memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan
atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan
fungsi pada setiap Perangkat Daerah yang yang ditetapkan
dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat
Daerah Tahun 2023-2026. Berikut disampaikan perbandingan
antar target dan realisasi kinerja Tahun 2023, sebagaimana tabel

dibawah ini:
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Tabel 3.2

Target dan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

NO

SASARAN

INDIKATOR
KINERJA

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KET.

Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan
Aset Daerah

dan

Opini BPK

Opini

WTP

%)

*) Realisasi
menunggu
Hasil
Pemeriksaan
BPK RI
Bulan April
2024

Program
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Persentase pengelolaan
anggaran daerah yang tepat
waktu  transparan dan
akuntabel

Persen

100

100

100%

Persentase Keputusan
Gubernur tentang hasil
evaluasi Raperda APBD,
Perubahan = APBD dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan

Kabupaten/Kota

APBD

Persen

100

100

100%

Persentase Kesesuaian
laporan dengan Standar
Akutansi Pemerintah

Persen

100

100

100%

Persentase pengelolaan
belanja daerah yang efektif
dan efisien

Persen

100

100

100%

Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Capaian Database Aset

Provinsi Banten

Persen

23,50

23,50

100%

Persentase Pengelolaan
Aset Provinsi Banten

Persen

22,00

22,00

100%

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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NO SASARAN H:g#;?glglz PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KET.
3) Capaian Sertifikasi Aset Persen 16,50 16,50 100%
Provinsi Banten
4) Capaian Penertiban Aset Persen 25,00 25,00 100%
Provinsi Banten
2. | Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai 73 *) *) Realisasi
Akuntabilitas Perangkat menunggu
Kinerja Daerah Hasil
Penyelenggaraan Pemeriksaan
Pemerintahan Inspektorat
Bulan Maret
2024
Program Persentase Ketercapaian dari Persen 100 100 100%
Penunjang Seluruh Kegiatan pada
Urusan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
37| Page
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Bila dilihat dari target dan realisasi Kinerja Sasaran dan Program diatas,

seluruh dinyatakan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun

penjelasan masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai

berikut;

3.1.1.1

Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Tahun 2023 memiliki Indikator Sasaran

yaitu opini WTP dengan target WTP.

Di Tahun 2023 ini, untuk realisasi opini BPK terhadap
LKPD Tahun 2023 belum dapat disajikan karena jika
melihat jadwal penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 bahwa opini BPK
akan disampaikan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi

Banten pada bulan April 2024.

Perlu diketahui bahwa realisasi Tahun 2022
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI
Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor
10.A/LHP/XVIII.SRG/04/2023 tanggal 10 April 2023,
bahwa Hasil menurut opini BPK, Laporan Keuangan
Pemerinatah Daerah (LPKD) Provinsi Banten
menyajikan secara Wajar, Jika berdasarkan LHP diatas
bahwa capaian untuk Tahun 2022 Indikator Sasaran

adalah sebesar 100%

Indikator sasaran Opini BPK diampu oleh 2 (dua)

Program dan 7 (tujuh) Kegiatan yaitu :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
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Adapun Program Pengelolaan Keuangan Daerah
diukur oleh 4 (empat) Indikator Program dan diampu
oleh 6 (enam) Kegiatan, yaitu,;

1) Persentase Pengelolaan Anggaran Daerah yang
Tepat Waktu Transparan dan Akuntabel, untuk
kegiatan yang mengampu sebagai berikut;

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah;

2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah;

3. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

2) Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil
evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota, untuk kegiatan yang mengampu
sebagai berikut;

1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

3) Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar
Akutansi Pemerintah, untuk kegiatan yang
mengampu sebagai berikut;

1. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

4) Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif
dan efisien, untuk kegiatan yang mengampu sebagai
berikut;

1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah
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B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Adapun Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
diukur oleh 4 (empat) Indikator Program, yaitu;
1) Capaian Database Aset Provinsi Banten;
2) Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten;
3) Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten;

4) Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten.

untuk kegiatan yang mengampu adalah kegiatan

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berikut disampaikan Realisasi Capaian Program dan

kegiatan, sebagaimana tabel dibawah ini:
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Tabel 3.3
Target dan Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

INDIKATOR RUMUS

PROGRAM KINERJA PERHITUNGAN SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KETERANGAN
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
1. Persentase Jumlah Dokumen | Persen 100 100 100% Bidang Perencanaan
Pengelolaan Penganggaran yang Anggaran Daerah

Anggaran Daerah | tepat waktu/Jumlah
yang Tepat Waktu | dokumen penganggaran

Transparan dan | x 100

Akuntabel
Dokumen Dokumen 4 4 Tahapan dan Jadwal
Penganggaran yang Penyusunan Perubahan APBD
tepat waktu 2023 berpedoman pada
Jumlah dokumen | Dokumen 4 4 Permendagri Nomor 84 Tahun
penganggaran 2022 tentang Pedoman

Penyusunan APBD TA 2023

1. Peraturan Daerah Nomor 8
tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Tahun
anggaran 2024 (29
Desember 2023)

2. Peraturan Gubernur Banten
Nomor 34 tahun 2023
tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Tahun
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INDIKATOR RUMUS
NO | PROGRAM KINERJA PERHITUNGAN SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KETERANGAN
Anggaran 2024 (29
Desember 2023)
Tahapan dan Jadwal
Penyusunan berpedoman pada
Permendagri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman
Penyusunan APBD TA 2024
3. Peraturan Daerah Nomor 3
tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun anggaran
2023 (27 Oktober 2023)
4. Peraturan Gubernur Banten
Nomor 25 tahun 2023
tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2023 (27 Oktober 2023)
Persentase Jumlah Kabupaten Kota | Persen 100 100 100% Bidang Perencanaan
Keputusan yang dievaluasi Anggaran Daerah
Gubernur tentang | /Jumlah kabupaten
hasil evaluasi | kota di Provinsi Banten
Raperda APBD, | x 100
Perubahan APBD
dan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
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INDIKATOR

RUMUS

NO | PROGRAM KINERJA PERHITUNGAN SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KETERANGAN
Jumlah Kab/Kota 8 8 Dokumen Evaluasi
Kabupaten/Kota yang Pertanggungjawaban
dievaluasi Pelaksanaan APBD 2022
Jumlah Kab/Kota 8 8 Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota  di 1. Kabupaten Lebak, KEPGUB

Provinsi Banten

No. 188.342/Kep.167-
Huk/2023, Tanggal 21 Juli
2023

Kabupaten Serang,
KEPGUB No.
188.342/Kep.168 -
Huk/2023, Tanggal 21 Juli
2023

Kota Tangerang Selatan,
KEPGUB No.
188.342/Kep.175 -
Huk/2023, Tanggal 28 Juli
2023

Kota Serang, KEPGUB No.
188.342 /Kep.177-

Huk /2023, Tanggal 31 Juli
2023

Kabupaten Serang,
KEPGUB No.

188.342 /Kep.183-
Huk/2023, Tanggal 3
Agustus 2023

Kabupaten Pandeglang,
KEPGUB
No0.188.342/Kep.192-
Huk/2023, Tanggal 11
Agustus 2023

Kota Tangerang, KEPGUB
No. 188.342/Kep.193-
Huk/2023, Tanggal 14
Agustus 2023
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NO

INDIKATOR

PROGRAM KINERJA

RUMUS
PERHITUNGAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KETERANGAN

Kota Cilegon, KEPGUB No.
188.342 /Kep.194-
Huk/2023, Tanggal 14
Agustus 2023

Dokumen Evaluasi Perubahan
APBD 2023 Kabupaten/Kota

1.

Kota Tangerang, KEPGUB
No. 100.3.3.1/Kep.233 -
Huk /2023, Tanggal 3
Oktober 2023

Kabupaten Serang,
KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.241 -
Huk/2023, Tanggal 11
Oktober 2023

Kabupaten Lebak, KEPGUB
No. 100.3.3.1/Kep.242 -
Huk /2023, Tanggal 12
Oktober 2023

Kabupaten Tangerang,
KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.243 -

Huk /2023, Tanggal 13
Oktober 2023

Kota Serang, KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.251 -

Huk /2023, Tanggal 19
Oktober 2023

Kabupaten Pendeglang,
KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.255 -
Huk/2023, Tanggal 23
Oktober 2023

Kota Tangerang Selatan,
KEPGUB No.
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NO

PROGRAM

INDIKATOR
KINERJA

RUMUS
PERHITUNGAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KETERANGAN

100.3.3.1/Kep.255 -
Huk/2023, Tanggal 23
Oktober 2023

Kota Cilegon, KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.258 -
Huk/2023, Tanggal 23
Oktober 2023

Dokumen Evaluasi APBD 2024
Kabupaten/Kota

1.

Kabupaten Lebak, KEPGUB
No. 100.3.3.1/Kep.321 -
Huk/2023, Tanggal 14
Desember 2023

Kota Serang, KEPGUB
No0.100.3.3.1/Kep.321 -
Huk/2023, Tanggal 14
Desember 2023
Kabupaten Serang KEPGUB
No. 100.3.3.1/Kep.322 -
Huk/2023, Tanggal 15
Desember 2023

Kota Cilegon, KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.322 -
Huk/2023, Tanggal 15
Desember 2023

Kota Tangerang Selatan
KEPGUB
No0.100.3.3.1/Kep.327 -
Huk/2023, Tanggal 15
Desember 2023

Kota Tangerang nomor
KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.332 -

Huk /2023, Tanggal 19
Desember 2023
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NO

INDIKATOR

PROGRAM KINERJA

RUMUS

PERHITUNGAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

KETERANGAN

7. Kabupaten Tangerang
KEPGUB No.
100.3.3.1/Kep.337 -
Huk/2023, Tanggal 21
Desember 2023

8. Kabupaten Pandeglang
KEPGUB
No.100.3.3.1/Kep.341 -
Huk/2023, Tanggal 22
Desember 2023

3. Persentase
Kesesuaian laporan
dengan Standar
Akutansi
Pemerintah

Jumlah
sesuai

Laporan yang
SAP/Jumlah

Laporan x 100

Persen

100

100

100%

Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi

Jumlah Laporan yang
sesuai SAP

Laporan

Jumah Laporan

Laporan

Berdasarkan LHP BPK No.

10.A/LHP/XVIII.SRG/04 /2023,

Tanggal 10 April 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)

2. Laporan Perubahan Sisa
Anggaran Lebih

3. Neraca

4. Laporan Operasional

5. Laporan Perubahan Ekuitas
(LPE)

6. Laporan Arus Kas

7. Catatan atas laporan
Keuangan

4. Persentase
pengelolaan belanja

Jumlah
SP2D

penerbitan
tepat

waktu/Jumlah SPM

Persen

100

100

100%

Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi
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INDIKATOR RUMUS
NO | PROGRAM KINERJA PERHITUNGAN SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KETERANGAN
daerah yang efektif | yang lengkap dan benar
dan efisien x 100
Jumlah  penerbitan | Dokumen 24549 24549 Berdasarkan Pergub No. 55
SP2D tepat waktu Tahun 2022 tentang Pedoman
Jumlah SPM yang | Dokumen 24549 24549 Pelaksanaan APBD Tahun
lengkap dan benar 2023 bahwa Penerbitan SP2D
paling lama 2 (dua) hari sejak
SPM diterima
Pada Aplikasi SIMRAL
Keuangan Jumlah Penerbitan
SP2D sama dengan pengajuan
SPM yang lengkap dan Benar.
2. | Pengelolaan
Barang
Milik
Daerah
1. Capaian Database | Persentase Aplikasi | Persen 23,50 23,50 100% Bidang Pengelolaan Barang
Aset Provinsi | Penatausahaan Aset Milik Daerah
Banten +Persentase
Rekonsiliasi+Persentase
Database Aset/Jumlah
Sub Indikator yang
diampu x bobot
Persentase  Aplikasi Persen 100 100 Update Aplikasi Aset
Penatausahaan Aset (ATISISBADA dan SIAP) 1 kali
dalam setahun
Persentase Persen 100 100 Rekonsiliasi dilaksanakan 4
Rekonsiliasi Kali dalam setahun
(Pertriwulan)
Persentase Database Persen 100 100 Update Database Aset 1 kali

Aset

dalam setahun
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INDIKATOR RUMUS
NO | PROGRAM KINERJA PERHITUNGAN SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KETERANGAN
Jumlah Sub Indikator Sub 3 3
indikator
2. Persentase Persentase Persen 22,00 22,00 100% Bidang Pengelolaan Barang
Pengelolaan Aset | Regulasi+Persentase Milik Daerah
Provinsi Banten Pengawasan/Jumlah
Sub Indikator x bobot
Persentase Regulasi Persen 100 100 SK Gub Standar BMD dan
Standar Kebutuhan BMD
Nomor : 000.3.1/Kep.314-
Huk /2023 tanggal 4 Desember
2023
Persentase Persen 100 100 Berita Acara Penyelesaian
Pengawasan Tindaklanjut Laporan Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Barang Milik Daerah
Jumlah Sub Indikator Sub 2 2
indikator
3. Capaian Sertifikasi | Persentase Proses | Persen 16,50 16,50 100% Bidang Pengelolaan Barang
Aset Provinsi | Sertifikasi + Persentase Milik Daerah
Banten Sertifikat Aset /Jumlah
Sub Indikator yang
diampu x bobot
Persentase Proses Persen 100 100 188 Bidang Proses Sertifikasi
Sertifikasi
Persentase Sertifikasi | Persen 100 100 sudah sertifikat 188 Bidang
Aset
Jumlah Sub Indikator Sub 2 2
indikator
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INDIKATOR RUMUS
NO | PROGRAM KINERJA PERHITUNGAN SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KETERANGAN
4. Capaian Penertiban | Persentase Penertiban | Persen 25,00 25,00 100% Bidang Pengelolaan Barang
Aset Provinsi | Aset+Persentase Milik Daerah
Banten Pemulihan Aset
/Jumlah Sub Indikator
yang diampu x bobot
Persentase Persen 100 100 Berita Acara Penyelesaian
Penertiban Aset Tanah Bermasalah SMAN 13
Kota Tangerang dan SMAN 2
Kota Tangerang
Persentase Pemulihan Persen 100 100 Penertiban PSU/BMD dikuasai
Aset Pihak Ketiga Nihil
Jumlah Sub Indikator Sub 2 2
indikator

Sumber: Perubahan RENSTRA BPKAD 2023-2026, data diolah
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Tabel 3.4
Target dan Capaian Kinerja Kegiatan
Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Meningkatnya Pengelolaan | 1) Program 1. Koordinasi dan Penyusunan | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Rencana Anggaran Daerah Kegiatan Koordinasi dan
yang Akuntabel Keuangan Daerah Penyusunan Rencana

Anggaran Daerah
2. Pembinaan Pengelolaan | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Keuangan Daerah | Kegiatan Kegiatan Pengelolaan
Kabupaten/Kota Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Data dan | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Implementasi Sistem | Kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi Pemerintah | Implementasi Sistem Informasi
Daerah Lingkup Keuangan | Pemerintah Daerah Lingkup
Daerah Keuangan Daerah
4. Koordinasi dan Pengelolaan | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Perbendaharaan Daerah Kegiatan Koordinasi dan
Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
5. Koordinasi dan Pelaksanaan | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Akuntansi dan Pelaporan | Kegiatan Koordinasi dan
Keuangan Daerah Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah
6. Penunjang Urusan | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Kewenangan Pengelolaan | Kegiatan Penunjang Urusan
Keuangan Daerah Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
P) Program Pengelolaan |1. Pengelolaan Barang Milik | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Barang Milik Daerah Daerah Kegiatan Pengelolaan Barang
Milik Daerah
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3.1.2.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2023 memiliki
Indikator Sasaran yaitu Capaian SAKIP Perangkat Daerah
dengan target Nilai 73.

Di Tahun 2023 ini, untuk realisasi atas evaluasi AKIP
belum dapat disajikan karena jika melihat jadwal Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023 bahwa Laporan Hasil Evaluasi AKIP akan
disampaikan oleh Inspektorat pada bulan Maret 2024.

Perlu diketahui bahwa realisasi Tahun 2022,
berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat
Nomor 700/0199-INSPEKTORAT/2023 tanggal 27 Maret
2023, bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Banten sebesar 82,00 dengan
Kategori A (Memuaskan). Jika berdasarkan LHE diatas
bahwa capaian untuk Indikator Sasaran adalah sebesar

112,32% dari target yang telah ditetapkan.

Indikator sasaran Sasaran Capaian SAKIP Perangkat
Daerah diampu oleh 1 (satu) Program yaitu Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Adapun Program Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi diukur oleh 1 (satu)
Indikator Program, yaitu Persentase Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi

Berikut disampaikan Realisasi Capaian Indikator
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tahun 2023, sebagaimana tabel dibawah ini:
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Tabel 3.5
Target dan Capaian Kinerja

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

INDIKATOR RUMUS
NO | PROGRAM KINERJA PERHITUNGAN SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN KETERANGAN
1. | Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase Persentase Persen 100 100 100% Sekretariat
Ketercapaian Ketercapaian dari
dari Seluruh | Seluruh Kegiatan
Kegiatan pada | pada Program
Program Penunjang Urusan
Penunjang Pemerintahan
Urusan Daerah
Pemerintahan Provinsi/Jumlah
Daerah Provinsi | Kegiatan yang
diampu x 100
Ketercapaian dari | Kegiatan 8 8 DPPA Nomor
Seluruh Kegiatan 1/B.1/502.000.0.00.02.0000/001/20
pada Program 23, tanggal 30 Oaktober 2023
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Jumlah Kegiatan | Kegiatan 8 8

yang diampu

Sumber: Perubahan RENSTRA BPKAD 2023-2026, data diolah
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Tabel 3.6

Target dan Capaian Kinerja Kegiatan

Pada Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1. Meningkatnya Akuntabilitas | Program Penunjang Perencanaan, Penganggaran, | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Kinerja Penyelenggaraan | Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja | Kegiatan Perencanaan,
Pemerintahan Daerah Provinsi Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
Administrasi Umum | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Administrasi Barang Milik | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Daerah  pada  Perangkat | Kegiatan Administrasi Barang
Daerah Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
Pengadaan Barang Milik | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan | Kegiatan Pengadaan Barang
Pemerintah Daerah Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Urusan Pemerintahan | Kegiatan Penyediaan Jasa
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Ketercapaian Persen 100% 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan | Kegiatan Pemeliharaan Barang
Pemerintahan Daerah Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
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3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja

Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat
Daerah Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi dasar
acuan dalam menyusun target Tahunan dalam Rencana Kerja
Tahunan (RENJA). Evaluasi terhadap capaian Kinerja Tahunan
diperlukan untuk memberikan perbaikan dan peningkatan
Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Periode selanjutnya.
Berikut disampaikan perbandingan Realisasi Kinerja Tahun

2023 dengan Tahun 2022, sebagaiman tabel dibawah ini:

54| Page
LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023



Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dan Program
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023 dan 2022

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN KETERANGAN
KINERJA 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 2023
Tercapaianya Capaian SAKIP Nilai 85 n/a 85 n/a 100% n/a Perubahan
Penyelenggaraan (Sistem RENSTRA
Pemerintah Yang | Akuntabilitas BPKAD 2017-
Akuntabel, Efektif | Kinerja Instansi 2022
dan Efisien Pemerintah) OPD
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
1) Capaian kesesuaian Persen 100 n/a 100 n/a 100% n/a
dengan Parameter
penilaian  dokumen
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan perangkat
daerah
2) Persentase Sarana Persen 100 n/a 100 n/a 100% n/a
Prasarana
Perkantoran yang
mendukung

kelancaran tugas dan
fungsi administrasi
perangkat daerah

3) Terwujudnya Persen 100 n/a 100 n/a 100% n/a
peningkatan
kapasitas
sumberdaya Aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
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LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN KETERANGAN
KINERJA 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 2023
4) Persentase Persen 100 n/a 100 n/a 100% n/a
terwujudnya penata
usaha keuangan dan
pencapaian  kinerja
program yang
mendukung yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi SKPD
Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai n/a 73 n/a *) n/a *) Realisasi
Akuntabilitas Perangkat menunggu
Kinerja Daerah Hasil
Penyelenggaraan Pemeriksaan
Pemerintahan Inspektorat
Bulan Maret
2024
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Persentase Ketercapaian Persen n/a 100 n/a 100 n/a 100%
dari Seluruh Kegiatan
pada Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
2 Meningkatnya Capaian Opini Opini WTP n/a WTP n/a WTP n/a Perubahan
Pengelolaan BPK terhadap RENSTRA
Keuangan dan | Laporan BPKAD
Aset Daerah yang | Keuangan Tahun 2017-
Akuntabel dan | Pemerintahan 2022
Transparan Daerah
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INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN KETERANGAN
KINERJA 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 2023
1) Pengelolaan
Keuangan
Daerah
1) Persentase Persen 100 n/a 100 n/a 100% n/a
Kepatuhan OPD
terhadap Peraturan
Perundang-
undangan di Bidang
Keuangan
2) Persentase Persen 100 n/a 100 n/a 100% n/a
kesesuaian laporan
dengan Standar
Akutansi Pemerintah
2) Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Capaian Tertib Persen 100 n/a 100 n/a 100% n/a
Administrasi Aset Daerah
Meningkatnya Opini BPK Opini n/a WTP n/a *) n/a *) Realisasi
Kualitas menunggu
Pengelolaan Hasil
Keuangan dan Pemeriksaan
Aset Daerah BPK RI Bulan
April 2024
1) Pengelolaan
Keuangan
Daerah
1) Persentase pengelolaan Persen n/a 100 n/a 100 n/a 100%
anggaran daerah yang
tepat waktu transparan
dan akuntabel
2) Persentase Keputusan Persen n/a 100 n/a 100 n/a 100%
Gubernur tentang hasil
evaluasi Raperda APBD,
Perubahan APBD dan
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INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATUAN KETERANGAN
KINERJA 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 2023

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten /Kota

3) Persentase Kesesuaian Persen n/a 100 n/a 100 n/a 100%
laporan dengan Standar
Akutansi Pemerintah

4) Persentase pengelolaan Persen n/a 100 n/a 100 n/a 100%
belanja daerah yang
efektif dan efisien

2) Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

1) Capaian Database Aset Persen n/a | 23,50 n/a 23,50 n/a 100%
Provinsi Banten

2) Persentase Pengelolaan Persen n/a | 22,00 n/a 22,00 n/a 100%
Aset Provinsi Banten

3) Capaian Sertifikasi Aset Persen n/a 16,50 n/a 16,50 n/a 100%
Provinsi Banten

4) Capaian Penertiban Aset Persen n/a | 25,00 n/a 25,00 n/a 100%
Provinsi Banten

Sumber: LkjIP Tahun 2022, Perubahan RENSTRA BPKAD 2023-2026, data diolah (n/a= Not Available)
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Bila dilihat dari Perbandingan Capaian Kinerja indikator Sasaran

dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi

Banten Tahun 2023 dan 2022, terdapat poin penting antara lain:

a. Pada Tahun 2022 dan 2023 terdapat perbedaan Sasaran,
Indikator Sasaran dan Program, perbedaan ini di karenakan
pada Tahun 2022 masih berdasarkan Perubahan RENSTRA
Tahun 2017-2022, sedangkan untuk Tahun 2023
berdasarkan Perubahan RENSTRA Tahun 2023-2026.

b. Pada Tahun 2022 Indikator Sasaran Capaian SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD realisasi
sebesar 100% dari target 100% atau capaian 100%, dengan
rincian Indikator Program sebagai berikut;

1) Indikator Program Capaian kesesuaian dengan Parameter
penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
perangkat daerah dengan realisasi sebesar 100% dari
target 100% atau capaian 100%;

2) Indikator Program Persentase terwujudnya penata usaha
keuangan dan pencapaian kinerja program yang
mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan
fungsi SKPD dengan realisasi sebesar 100% dari target
100% atau capaian 100%;

3) Indikator Program Persentase Sarana Prasarana
Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan
fungsi administrasi perangkat daerah dengan realisasi
sebesar 100% dari target 100% atau capaian 100%;

4) Indikator Program Persentase terwujudnya peningkatan
kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD dengan realisasi
sebesar 100% dari target 100% atau capaian 100%.

c. Pada Tahun 2023 Indikator Sasaran Capaian SAKIP
Perangkat Daerah realisasi sebesar 100% dari target 100%
atau capaian 100%, dengan Indikator Program yaitu
Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program
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Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan
realisasi sebesar 100% dari target 100% atau capaian 100%;
d. Tahun 2022 Indikator Sasaran Capaian Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar

100% dari target 100% atau capaian 100%, dengan rincian

Indikator Program sebagai berikut;

1) Indikator Program Persentase Kepatuhan OPD terhadap
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan
dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% atau
capaian 100%;

2) Indikator Program Persentase kesesuaian laporan dengan
Standar Akutansi Pemerintah dengan realisasi sebesar
100% dari target 100% atau capaian 100%;

3) Indikator Program Capaian Tertib Administrasi Aset
Daerah dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%

atau capaian 100%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam
Dokumen Perubahan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2023-
2026

Target Kinerja Sasaran dan Program yang telah ditetapkan
ini ditegaskan dalam sasaran pembangunan dengan berbagai
indikator kinerja yang akan dicapai. Rencana Strategis
(RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang telah
ditetapkan menjadi dasar acuan dalam menyusun target
Tahunan dalam Renaca Kerja Tahunan (RENJA). Evaluasi
terhadap capaian Kinerja Tahunan diperlukan untuk
memberikan perbaikan dan peningkatan Implementasi
Akuntabilitas Kinerja pada Periode selanjutnya. Berikut
disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan

Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat
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Dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis BPKAD Tahun
2023-2026, sebagaiman tabel dibawah ini:
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Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran

Perubahan RENSTRA Tahun 2023 - 2026

BPKAD Provinsi Banten

PERBANDINGAN
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN REALISASI 2022
DENGAN TARGET
INDIKATOR AKHIR RENSTRA PENANGGUNG
NO TUJUAN SASARAN SASARAN SATUAN JAWAB KET.
2023 2024 2025 2026 TIDAK
TERCAPAI TERCAPAI
T R T T T
1 Terwujudnya Meningkatnya Opini BPK Opini WTP *) WTP WTP WTP 1. Bidang *)Realisasi
Transparansi dan Kualitas Perencanaan Tahun 2023
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran menunggu
Pengelolaan Keuangan dan Daerah, Hasil
Keuangan dan Aset Aset Daerah 2. Bidang Pemeriksaaan
Daerah; Perbendahara BPK-RI Pada
an dan Bulan April
Akuntansi 2024
3. Bidang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
2 Terwujudnya Meningkatnya Capaian Nilai 73 *) 75 78 80 Sekretariat *)Realisasi
Akuntabilitas Akuntabilitas SAKIP Tahun 2023
Kinerja Kinerja Perangkat menunggu
Penyelenggaraan Penyelenggaraan | Daerah Hasil
Pemerintahan Pemerintahan Pemeriksaaan
Inspektorat
Pada Bulan
Maret 2024
Sumber: Perubahan RENSTRA BPKAD 2023-2026, data diolah (T = Target, R = Realisasi)
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Tabel 3.9

Capaian Kinerja Program
Perubahan RENSTRA Tahun 2023-2026
BPKAD Provinsi Banten

PERBANDINGAN
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM REALISASI 2022 PENﬁﬁgﬁgANG
DENGAN TARGET
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM | SATUAN AKHIR RENSTRA
TIDAK
2023 2024 2025 2026 TERCAPAI TERCAPAI
T R T R T R T R
1 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Program Persentase Ketercapaian Persen 100 100 100 100 100 X Sekretariat
Penunjang dari Seluruh Kegiatan pada
Urusan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah Provinsi Provinsi
2 Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
1. Persentase pengelolaan Persen 100 100 100 100 100 X Bidang
anggaran daerah yang Perencanaan
tepat waktu transparan Anggaran
dan akuntabel Daerah
2. Persentase Keputusan Persen 100 100 100 100 100 X Bidang
Gubernur tentang hasil Perencanaan
evaluasi Raperda Anggaran
APBD, Perubahan Daerah
APBD dan
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PERBANDINGAN
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM REALISASI 2022 PENﬁﬂgﬁgANG
DENGAN TARGET
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM | SATUAN ARHIRIRENSTRA
2023 2024 2025 2026 TERCAPAI | ,iOAK
T R T T T
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten /Kota
3. Persentase Kesesuaian Persen 100 100 100 100 100 X Bidang
laporan dengan Perbendaharaan
Standar Akutansi dan Akuntansi
Pemerintah
4. Persentase pengelolaan Persen 100 100 100 100 100 X Bidang
belanja daerah yang Perbendaharaan
efektif dan efisien dan Akuntansi
Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
1. Capaian Database Aset 23,50 23,50 | 24,00 24,50 25,00 X Bidang
Provinsi Banten Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
2. Persentase Pengelolaan 22,00 22,00 | 22,00 22,00 22,00 X Bidang
Aset Provinsi Banten Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
3. Capaian Sertifikasi 16,50 16,50 17,00 17,50 18,00 X Bidang
Aset Provinsi Banten Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
4. Capaian Penertiban 25,00 25,00 | 25,00 25,00 25,00 X Bidang
Aset Provinsi Banten Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Sumber: Perubahan RENSTRA BPKAD 2023-2026, data diolah (T = Target, R = Realisasi)
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Bila dilihat dari target dan realisasi indikator Sasaran dan
Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Banten
Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, dengan indikator sasaran Opini BPK (satuan:
opini) Tahun 2023 realisasi sebesar 100% atau dengan
capaian 100% dari target Perubahan Renstra yang telah
ditetapkan, dengan rincian Program dan Indikator Program
sebagai berikut;

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator
program:

1. Indikator Program Persentase pengelolaan anggaran
daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel
Tahun 2023, realisasi sebesar 100% atau dengan
capaian 100% dari target Perubahan Renstra yang
telah ditetapkan;

2. Indikator Program Persentase Keputusan Gubernur
tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD
dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Tahun 2023, realisasi sebesar 100%
atau dengan capaian 100% dari target Perubahan
Renstra yang telah ditetapkan;

3. Indikator Program Persentase Kesesuaian laporan
dengan Standar Akutansi Pemerintah Tahun 2023,
realisasi sebesar 100% atau dengan capaian 100% dari
target Perubahan Renstra yang telah ditetapkan;

4. Indikator Program Persentase pengelolaan belanja
daerah yang efektif dan efisien Tahun 2023, realisasi
sebesar 100% atau dengan capaian 100% dari target
Perubahan Renstra yang telah ditetapkan.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan

indikator program:

65|Page
LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023



1. Indikator Program Capaian Database Aset Provinsi
Banten Tahun 2023, realisasi sebesar 100% atau
dengan capaian 100% dari target Perubahan Renstra
yang telah ditetapkan;

2. Indikator Program Persentase Pengelolaan Aset
Provinsi Banten Tahun 2023, realisasi sebesar 100%
atau dengan capaian 100% dari target Perubahan
Renstra yang telah ditetapkan;

3. Indikator Program Capaian Sertifikasi Aset Provinsi
Banten Tahun 2023, realisasi sebesar 100% atau
dengan capaian 100% dari target Perubahan Renstra
yang telah ditetapkan;

4. Indikator Program Capaian Penertiban Aset Provinsi
Banten Tahun 2023, realisasi sebesar 100% atau
dengan capaian 100% dari target Perubahan Renstra

yang telah ditetapkan;

b. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator sasaran
Capaian SAKIP Perangkat Daerah (satuan: nilai) Tahun 2023
realisasi sebesar 100% atau dengan capaian 100% dari target
Perubahan Renstra yang telah ditetapkan, dengan rincian
Program dan Indikator Program sebagai berikut;

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator
program:

1. Indikator Program Persentase Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi Tahun 2023, realisasi
sebesar 100% atau dengan capaian 100% dari target

Perubahan Renstra yang telah ditetapkan;
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3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar
Nasional

Di Tahun 2023 ini, untuk realisasi opini WTP terhadap
LKPD Tahun 2023 belum dapat disajikan karena jika melihat
jadwal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Tahun 2023 bahwa opini BPK akan disampaikan oleh
BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten pada bulan April 2024.

Perlu diketahui bahwa Provinsi Banten pada Tahun 2022
mendapat predikat WTP atas LKPD Tahun 2022 beserta 32
provinsi lain di Indonesia. Provinsi Banten menjadi salah satu
dari beberapa Provinsi yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 7 kali berturut-turut.

Hal tersebut membuktikan LKjIP BPKAD Provinsi Banten
Tahun 2022 bahwa selama 7 tahun Pemerintah Provinsi Banten
konsisten dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah yang disajikan secara wajar sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP). Secara keseluruhan capaian
kinerja BPKAD Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022 telah

tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan

Dalam merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan
serta pencapaian kinerja yang diharapkan, tidak terlepas dari
berbagai macam permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten,

diantaranya:

a) Faktor-Faktor Pendukung
Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja Tahun
Anggaran 2023, ada faktor- faktor yang mendungkung dalam
pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :
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1) Dukungan Anggaran dan Sarana Prasaran yang Memadai;

2) Kebijakan pimpinan dalam rangka mengupayakan
transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

3) Adanya upaya seluruh SKPD di lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD
nya masing-masing

4) Adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan
daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan

dan aset daerah

b) Faktor-Faktor Penghambat
Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja Tahun
Anggaran 2023, ada faktor-faktor Penghambat Capian kinerja
adalah sebagai berikut:

1) Tipologi B sehingga Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD
Provinsi Banten belum optimal;

2) Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi
perencanaan dengan  pengelolaan keuangan pada
Aplikasi SIPD;

3) Masih kurangnya pemahaman para aparatur
Pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkungan
pemerintah daerah;

4) Masih terdapat Bidang Tanah yang dikuasai/sengketa
dengan Pihak lain sehingga menghambat proses
sertifikasi di BPN/ATR

5) Adanya perubahan regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan dan Aset yang tidak diprediksi/dinamis.

c) Solusi/Rekomendasi
Dalam rangka pencapaian target tercapainya opini BPK

yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun
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mendatang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :
1) Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI)
2) Perubahan SOTK BPKAD dari Tipologi B menjadi
Tipologi A;
3) Bimbingan Teknis/Pendidikan Pelatihan bagi Pengelola
Keuangan dan Aset;
4) Penyempurnaan Regulasi tentang Kebijakan Akuntansi
dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5) Penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan dan
pengelolaan barang daerah
6) Berkerjasama dengan BPN/ATR dan Aparatur Penegak
Hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan

penatausaaan Aset Daerah.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya
dilakukan dengan menghitung penghematan anggaran dalam
mencapai output kegiatan. Semakin sedikit anggaran untuk
mencapai output maksimal berarti nilai efisiensi semakin tinggi,
atau dapat dikatakan kalau rasio penggunaan anggaran lebih
rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu
satuan capaian output kegiatan berarti penggunaan anggaran
efisien. Berikut disampaikan Analisis Atas Efisiensi Penggunaan

Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2023:
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Tabel 3.10

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

Keuangan dan

Aset Daerah

INDIKATOR CAPAIAN | PENYERAPAN TINGKAT
NO TUJUAN SASARAN KINERJA ANGGARAN EFISIENSI
SASARAN
(%) (%) (%)
1. Terwujudnya Meningkatnya Capaian SAKIP 100 91,85 8,15
Akuntabilitas Akuntabilitas Perangkat Daerah
Kinerja Kinerja
Penyelenggaraan | Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahan
2 Terwujudnya Meningkatnya Opini BPK 100 98,07 1,93
Transparansi Kualitas
dan Pengelolaan
Akuntabilitas Keuangan dan
Pengelolaan Aset Daerah

Berdasarkan tabel diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Daerah Provinsi

Banten

sepanjang Tahun 2023

telah

melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan

yang terlihat dari pencapaian kinerja sebesar 100%. Dengan tetap

melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator

sasaran yang menunjukan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu

Capaian SAKIP Perangkat Daerah sebesar 91,85%

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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3.1.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BPKAD Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sepanjang tahun 2023 melaksanakan 98 (sembilan
puluh delapan) Subkegiatan, 15 Kegiatan yang tercakup dalam

3 program yaitu :

1) Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi;
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Seluruh Program tersebut ditujukan untuk mencapai 9
(sembilan) indikator sebagaimana tercantum dalam Perubahan
Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Provinsi 2023-2026
dengan target yang telah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran
yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak
pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi
Banten sebesar Rp3.614.675.388.053,00 dari total anggaran
BPKAD Provinsi Banten sebesar Rp3.664.785.809.988,00

Berdasarkan data, Tahun Anggaran 2023 pada Program
Kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Banten terdapat efisiensi
anggaran dari alokasi sebesar Rp3.614.675.388.053,00 yang
diserap sebesar Rp3.545.085.813.579,00 atau terdapat efisiensi
sebesar Rp69.589.574.474 atau 1,93%

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran,
BPKAD Provinsi Banten secara umum telah berhasil mencapai
target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum
dalam dokumen perencanaan empat tahunan (RENSTRA) dan
dokumen perencanaan tahunan (RENJA). Hal ini terbukti bahwa

pada tahun 2023 dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU)
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3.2

BPKAD Provinsi Banten diampu oleh 8 (delapan) indikator

Kinerja Program yang realisasinya capainya sebesar 100%.

Keberhasilan tersebut disebabkan faktor baik internal

maupun eksternal, yaitu:

1) Peran Strategis BPKAD sebagai OPD yang memiliki
wewenang untuk menyelenggarakan urusan
administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan
tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
Pemerintah Provinsi Banten

2) Komitmen dan Kebijakan Pimpinan dalam Pelaksanaan
Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah;

3) Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada
dokumen perencanaan;

4) Konsultan Eksternal yang membimbing Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKP, KEMENDAGRI dan
KORSUPGAK KPK)

Realisasi Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik tentunya harus
didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan
penggunaannya. BPKAD Provinsi Banten melalui mekanisme Perubahan
APBD mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar
Rp3.664.785.809.988,00 dan realisasi sebesar Rp3.589.346.322.183,00 atau
97,94%, dengan rincian pada tabel berikut:
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Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Per Program
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

ANGGARAN REALISASI
NO PROGRAM
MURNI PERUBAHAN (Rp) o
(s]
(Rp) (Rp)
Penunjang Urusan
1. | Pemerintahan Daerah 39.252.300.674,00 42.962.869.235,00 39.459.896.998,00 | 91,85
Provinsi
2. PDZréleki’laanKeuangan 3.156.650.622.973,00 3.614.675.388.053,00 3.545.085.813.579,00 | 98,07
3. | Pengelolaan Barang 11.094.129.000,00 7.147.552.700,00 4.800.611.606,00 | 32,84
Milik Daerah
JUMLAH 3.206.997.052.647,00 | 3.664.785.809.988,00 | 3.589.346.322.183,00 | 97,94

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023
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Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Per Kegiatan/Subkegiatan
BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

ANGGARAN REALISASI
NO KEGIATAN/SUBKEGIATAN MURNI PERUBAHAN
R %
(Rp) (Rp) aa °
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.095.542.100 1.399.085.100 1.301.147.847 | 93,00
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 875.769.900 1.101.529.900 1.018.856.903 92,49
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.596.400 6.096.400 6.067.887 99,53
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.596.400 6.096.400 6.093.887 99,96
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.736.400 4.736.400 4.711.400 99,47
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.736.400 4.736.400 4.708.247 99,41
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 83.746.800 83.746.800 75.862.037 90,58
Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 115.359.800 192.142.800 184.847.486 96,20
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.421.682.269 31.158.558.480 29.831.214.378 | 95,74
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.242.093.269 22.571.009.480 21.919.334.228 | 97,11
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9.069.675.000 8.437.435.000 7.778.470.000 | 92,19
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD 16.500.000 16.500.000 16.393.255 | 99,35
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 15.600.000 15.600.000 15.483.390 99,25
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.734.000 7.734.000 7.728.201 99,93
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.200.000 80.400.000 64.037.869 | 79,65
7. qurdlnam dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 24.900.000 24.900.000 04.792.415 99,57
Triwulanan/ Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.980.000 4.980.000 4.975.020 99,90
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 57.678.000 57.678.000 54.915.965 | 95,21
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.230.000 1.230.000 590.000 47,97
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 11.298.000 11.298.000 11.160.251 98,78
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 14.430.000 14.430.000 13.000.000 90,09
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ANGGARAN REALISASI
NO KEGIATAN/SUBKEGIATAN MURNI PERUBAHAN &l %
(Rp) (Rp)
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah 14.430.000 14.430.000 14.160.000 98,13
pada SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 2.430.000 2.430.000 2.360.000 97,12
SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6.630.000 6.630.000 6.527.857 98,46
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 7.230.000 7.230.000 7.117.857 98,45
4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 204.490.000 207.050.000 174.420.000 | 84,24
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 157.990.000 160.850.000 144.490.000 89,83
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.500.000 1.200.000 1.180.000 98,33
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000 45.000.000 28.750.000 63,89
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.989.016.500 3.246.469.080 2.025.900.579 | 62,40
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 68.930.300 68.930.300 68.092.000 98,78
Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 781.120.100 1.342.090.580 1.023.352.700 76,25
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 105.783.000 9.355.000 7.484.000 80,00
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 161.671.700 410.111.500 253.076.800 61,71
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 212.805.400 363.291.800 322.126.388 88,67
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.637.000 403.100 299.700 74,35
7. Penyediaan Bahan/Material 7.322.000 606.200 122.100 | 20,14
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 612.451.000 911.758.000 281.103.491 30,83
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 23.996.000 133.622.600 66.083.400 | 49,46
10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 6.300.000 6.300.000 4.160.000 66,03
pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 375.218.400 1.354.670.360 1.274.020.000 | 94,05
1. Pengadaan Mebel 128.164.900 59.223.500 50.000.000 84,43
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 247.053.500 1.295.446.860 1.224.020.000 94,49
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.572.977.405 3.736.849.515 3.405.220.348 | 91,13
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 485.326.265 707.655.495 492.891.506 69,65
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ANGGARAN REALISASI
NO KEGIATAN/SUBKEGIATAN MURNI PERUBAHAN &l %
(Rp) (Rp)
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 104.877.300 144.870.900 116.324.732 80,30
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.982.773.840 2.884.323.120 2.796.004.110 96,94
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 1.535.696.000 1.802.508.700 1.393.057.881 | 77,28
: Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 76.820.000 149.320.000 103.283.936 69,17
Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 768.430.000 797.070.000 557.907.235 69,99
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel 149.994.000 8.593.500 4.097.010 47,68
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 182.740.000 182.740.000 100.341.000 54,91
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 157.712.000 354.663.600 352.907.850 99,50
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 100.000.000 110.121.600 92.724.000 84,20
atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 100.000.000 200.000.000 181.796.850 90,90
Kantor atau Bangunan Lainnya
. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 4.491.418.000 3.501.955.850 2.577.142.374 | 73,59
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 156.822.000 116.278.000 91.658.442 78,83
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 156.822.000 110.834.000 71.322.293 64,35
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 629.446.000 794.658.000 641.502.652 80,73
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 458.288.000 418.832.000 290.376.297 69,33
5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD 418.478.000 365.982.100 179.855.225 49,14
6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 525.062.000 392.362.100 285.754.599 72,83
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan 999.182.000 860.147.000 702.653.698 81,69
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan 316.148.000 255.572.000 211.712.022 82,84
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang 600.000.000 166.324.650 83.989.421 50,50
Anggaran
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 58.746.000 - - -
11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 58.746.000 - - -
12. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 58.746.000 - - -
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ANGGARAN REALISASI
NO KEGIATAN/SUBKEGIATAN MURNI PERUBAHAN e %
(Rp) (Rp)
13. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 54.932.000 20.966.000 18.317.725 87,37
10. | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 1.675.000.000 1.596.613.900 1.330.225.243 | 83,32
1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 231.600.000 269.042.900 227.823.641 84,68
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD Kabupaten /Kota
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 242.400.000 205.530.000 186.429.644 90,71
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten /Kota
3. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 200.000.000 174.490.000 158.007.572 90,55
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah 155.000.000 132.500.000 87.238.071 65,84
5. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 44.000.000 62.750.000 50.339.601 80,22
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Kabupaten /Kota
6. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 90.000.000 66.850.000 54.320.000 81,26
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
7. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi 250.000.000 30.550.000 14.809.859 48,48
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten /Kota
8. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 200.000.000 122.150.000 89.216.534 73,04
bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 262.000.000 532.751.000 462.040.321 86,73
Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan
Pemerintahan Daerah
11. | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.837.000.000 660.703.000 649.249.920 | 98,27
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 250.000.000 56.040.000 55.304.870 98,69
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas 100.000.000 40.198.600 39.546.786 98,38
dan SPD
3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah 100.000.000 39.097.900 39.030.436 99,83
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ANGGARAN REALISASI
NO KEGIATAN/SUBKEGIATAN MURNI PERUBAHAN &l %
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4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, 200.000.000 35.103.600 35.103.600 100,00
dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
5. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non 737.000.000 438.520.000 428.568.044 97,73
Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan 100.000.000 - - -
Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga
(PFK)
7. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul 100.000.000 34.360.000 34.313.374 99,86
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
8. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta 150.000.000 17.382.900 17.382.810 | 100,00
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
9. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan 100.000.000 - - -
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
12 Koordlilnasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.297.640.000 679.945.700 641.330.048 | 94,32
' | Daera
1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 153.512.000 64.353.200 62.011.612 96,36
APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan 203.000.000 166.178.000 165.458.572 99,57
Pemerintah Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 260.406.000 227.596.500 218.829.027 96,15
PertanggungjawabanPelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang PenjabaranPertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan 100.000.000 16.600.000 7.589.400 45,72
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
5. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 146.220.000 146.220.000 132.089.000 90,34
APBD
6. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional 121.932.000 17.412.000 17.071.800 98,05
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
7. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 269.480.000 37.450.000 34.796.337 92,91
Pemerintah Provinsi
8. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi 43.090.000 4.136.000 3.484.300 84,24
13. | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.146.849.564.973 3.607.853.609.303 3.539.577.460.803 | 98,11
1. Analisis Investasi Pemerintah Daerah - 240.000.000 - -
78 |Page




LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023

ANGGARAN REALISASI
NO KEGIATAN/SUBKEGIATAN MURNI PERUBAHAN e %
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2. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok 1.285.894.000 1.285.894.000 1.285.893.134 | 100,00
dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
3. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 199.430.000.000 199.430.000.000 191.157.688.897 95,85
4. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 79.042.715.378 60.042.715.378 350.725.160 0,58
5. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 2.867.090.955.595 3.346.854.999.925 3.346.783.153.612 | 100,00
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah LT ] PR el
14. q
Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 100.000.000 58.276.000 51.088.818 87,67
2. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 100.000.000 50.188.000 34.729.458 69,20
Bidang Keuangan Daerah
3. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan 300.000.000 274.096.300 224.586.915 81,94
Daerah Pemerintah Provinsi
11.094.129.000 7.147.552.700 4.800.611.606 | 67,16
15. | Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Penyusunan Standar Harga 800.000.000 592.315.800 250.181.030 42,24
2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan 300.000.000 152.173.000 52.906.881 34,77
Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 295.381.000 208.816.900 183.894.149 88,06
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 200.000.000 - - -
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah 400.000.000 291.999.900 284.629.835 97,48
6. Inventarisasi Barang Milik Daerah 200.000.000 170.379.900 162.905.533 95,61
7.  Pengamanan Barang Milik Daerah 6.933.748.000 4.119.098.100 2.645.170.476 64,22
8. Penilaian Barang Milik Daerah 546.494.000 446.494.000 356.621.410 79,87
9. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 153.506.000 - - -
10. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 400.000.000 500.000.000 273.068.721 54,61
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
11. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik 300.000.000 289.139.900 228.596.634 79,06
Daerah
265.000.000 207.326.000 200.836.056 96,87
12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
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NO KEGIATAN/SUBKEGIATAN MURNI PERUBAHAN e %
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13. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 300.000.000 169.809.200 161.800.881 95,28
Kabupaten/Kota
JUMLAH 3.206.997.052.647 3.664.785.809.988 3.589.346.322.183 | 97,94
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Bila dilihat dari tabel diatas, terdapat Kegiatan yang memiliki Realisasi

Anggaran dibawah 80%, diantaranya;

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Subkegiatan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan realisasi
sebesar 79,65% disebabkan Efisiensi Belanja Narasumber dan Makan
Minum TLHP;

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, pada
subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD realisasi sebesar 47,97% disebabkan Efisiensi Belanja Makan
Minum dan ATK;

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pada subkegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
realisasi sebesar 63,89% disebabkan kegiatan dilaksanakan hanya
sebagaian Sesuai dengan Permohonan Pihak Penyelenggara, Target 6
Orang telah Dikirim 4 Orang;

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pada subkegiatan:

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 76,25%
disebabkan realisasi Efisiensi Pengadaan Tinta Tooner;

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor realisasi sebesar 61,71%
disebabkan Efisiensi Makan Minum Kegiatan Rapat-rapat Internal dan
Eksternal;

3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
realisasi sebesar 74,35% disebabkan Efisiensi Belanja Modal;

4) Penyediaan Bahan / Material realisasi sebesar 20,14% disebabkan
Efisiensi Pemakaian sesuai kebutuhan;

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi
sebesar 30,83% disebabkan Efisiensi Perjalanan Dinas Luar Daerah
dan Kegiatan-kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Dilakukan Secara Daring

6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD realisasi sebesar 49,46%

disebabkan Efiisiensi Fumigasi Arsip
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7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD realisasi sebesar 66,03% disebabkan Efisiensi Makan
Minum Rapat

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, pada subkegiatan:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi
sebesar 69,17% disebabkan efisiensi Belanja Pemeliharaan Pajak
Kendaraan Sesuai Tagihan Pajaknya;

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi
sebesar 69,99% disebabkan Efisiensi Belanja Pemeliharaan Pajak
perijinan Kendaraan disesuaikan;

3) Pemeliharaan Mebel realisasi sebesar 47,68% disebabkan Efisiensi
Pemeliharaan di sesuaikan dengan keadaan barang yang akan di
perbaiki;

4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar 54,91%
disebabkan Pemeliharaan di sesuaikan dengan kerusakan yang ada
atau kebutuhan

6. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, pada
subkegiatan:

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS realisasi sebesar 78,83%
disebabkan Efisiensi belanja cetak dan lembur

2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
realisasi sebesar 78,83% disebabkan Efisiensi belanja cetak dan
lembur

3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD realisasi
sebesar 69,33% disebabkan Efisiensi belanja cetak, mamin, honor
narasumber dan honor panitia;

4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD realisasi sebesar
49,14% disebabkan Efisiensi belanja cetak, honor panitia, mamin,
honor pendamping, karena pelaksanaan kegiatan dilakukan pada
tahun berikutnya;
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5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD realisasi
sebesar 72,83% disebabkan Efisiensi belanja cetak, honor panitia,
mamin, honor, dan lembur;

6) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
realisasi sebesar 50,50% disebabkan Efisiensi Makan Minum, honor
tim, karena domlak APBD 2024 belum selesai dan tidak bisa
dilaksanakan pada tahun ini.

7. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota,
pada subkegiatan:

1) Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah realisasi sebesar 65,84%
disebabkan SubKegiatan ini dianggarkan untuk mengakomodir
regulasi-regulasi yang baru diterbitkan dan perlu disosialisasikan
kepada pemerintah Kab/Kota hingga akhir tahun 2023 sudah
dilaksanakan 2 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan, yaitu
permendagri 15 tahun 2023 dan sosialisasi tata cara hibah, bansos
dan bantuan keuangan. sisa anggaran yang tidak direalisasikan untuk
1 kali pelaksanan sosialisasi yang hingga akhir tahun 2023 tidak
terdapat regulasi baru yang diterbitkan, terhadap 1 kegiatan yang tidak
di sosialisasikan merupakan efisiensi karna regulasi dimaksud sudah
sosialisasikan oleh kemendagri;

2) Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Bidang Keuangan Daerah Kabupaten / Kota realisasi sebesar 73,04%
disebabkan Efisiensi Belanja Jasa Honorarium Narsum dan Belanja
Perjalanan Dinas, karna SIPD RI untuk Modul Penatausahaan baru
launching pada 10 Desember 2023 sehingga tidak cukup waktu untuk
melakukan pembinaan kepada pemerintah Kab/Kota.

8. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah, pada subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah realisasi
sebesar 45,72% disebabkan Seluruh kasus kerugian daerah dapat
ditetapkan tanggung jawab mutlaknya melalui Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah , sehingga tidak ada pengajuan peridangan majelis tuntutan ganti
rugi
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9. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

pada subkegiatan:

1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah realisasi sebesar 0,00%

2)

disebabkan Ketidaksesuaian Spesifikasi Tenaga Ahli
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak realisasi sebesar 0,58%

disebabkan Tidak Dapat di Prediksi

10. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Lingkup Keuangan Daerah, pada subkegiatan Implementasi dan

Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan

Daerah, realisasi sebesar 69,20% disebabkan Sisa anggaran merupakan

efisiensi dari Belanja Honorarium Narasumber dan belanja Perjalanan

Dinas

11. Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada subkegiatan

1)

2)

3)

4)

S)

Penyusunan Standar Harga realisasi sebesar 42,24% disebabkan
Belanja Jasa Konsultasi Survei SHSBJ untuk perubahan anggaran
2023 gagal lelang

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah realisasi sebesar 34,77% disebabkan Kegiatan
Sudah Dilaksanakan Secara Daring atau Komunikasi Lainnya dan
Efisiensi Belanja ATK, Perjalanan Dinas dan Honorarium Tim
pelaksana Kegiatan

Pengamanan Barang Milik Daerah realisasi sebesar 64,22%
disebabkan Dokumen Persyaratan Sertifikasi Tanah Banyak yang tidak
lengkap, karna banyak bidang yang overlap karna banyak yang
tumpang tindih sertifikat, terdapat selisih hasil pengukuran luas KIB
dan Hasil ukur dilapangan berbeda;

Penilaian Barang Milik Daerah realisasi sebesar 79,87% disebabkan
Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas dan Honorarium Narsum;
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar 54,61%
disebabkan Efisiensi Honor Tim, Narsum, Sewa Kendaraan dan
Perjalanan Dinas, Jasa Konsultan layanan Survei untuk penetapan

tarif retribusi tidak direalisasikan karna anggaran tidak mencukupi;

84 |Page

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023



6) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
realisasi sebesar 79,06% disebabkan Efisiensi Honorarium Jasa

Narsum, Makan Minum Rapat dan Belanja Perjalanan Dinas

3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022
Tindak lanjut yang telah dilakukan atas Hasil Evaluasi AKIP
Tahun 2022 dalam rangka perbaikan Implementasi SAKIP pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, antara lain:
1) Telah disusun Rencana aksi yang disusun atas perjanjian kinerja
sesuai sistematis pada Lampiran 4 Peraturan Gubernur Nomor 33
Tahun 2022;
2) Penyusunan LKjIP oleh Tim Kerja telah dilengkapi daftar hadir,
laporan notulensi dan dokumentasi sebagai wujud partisipasi dari
pegawai baik level pimpinan sampai dengan pelaksana sesuai

dengan tanggungjawab, tugas dan fungsinya.
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4.1

4.2

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan tujuan dan sasaran yang
disusun secara rutin dan wajib bagi Perangkat Daerah (PD) setiap akhir tahun
anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Selain itu,
penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi
dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.
Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap
penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program Kkegiatan,

pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Rencana Tidak Lanjut

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana
yang telah ditargetkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Banten, perlu :

1. Meningkatkan komitmen dengan stakeholder dalam rangka peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang
dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masing
masing bidang;

3. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan
mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan,
penatausahaan dan pelaporan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2023 dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi

dan instrospeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatan

86|Page

LKjIP BPKAD Provinsi Banten Tahun 2023



kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung tujuan daerah yaitu
mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (good

governance).
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. RINA DEWIYANTI, S.E.,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : AL MUKTABAR
Jabatan : Pj. GUBERNUR BANTEN
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
AL MUKTABAR Hi. RINA DEWIYANTI, S.E..M.Si

NIP. 19670928 199303 2 009




SATUAN KERJA :

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

DPA TA-2023

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET
1 | Meningkatnya Akuntabilitas | Capaian SAKIP (Sistem Nilai 70-80
Kinerja Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan Pemerintah) Perangkat
Daerah
2 | Meningkatnya Kualitas Opini BPK Opini WTP
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
PENDAPATAN DAERAH
KODE URAIAN ANGGARAN
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.989.040.250.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.989.040.250.000
TOTAL PENDAPATAN 2.989.040.250.000
BELANJA DAERAH
KODE URUSAN/PROGRAM ANGGARAN
5.02 KEUANGAN 3.206.997.052.647
5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 39.252.300.674
DAERAH PROVINSI
5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.156.650.622.973
5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 11.094.129.000
TOTAL BELANJA 3.206.997.052.647

Pj. GUBERNUR BANTEN,

bty

AL MUKTABAR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET D

g%

ERAH,

Hj. RINA DEWIYANTI, S.E.,M.Si
NIP. 19670928 199303 2 009




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. RINA DEWIYANTI, S.E.,M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : AL MUKTABAR
Jabatan : Pj. GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 1 November 2023




SATUAN KERJA :

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DPPA TA-2023

DAN ASET DAERAH
NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET
1 | Meningkatnya Akuntabilitas | Capaian SAKIP (Sistem Nilai 70-80
Kinerja Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan Instansi Pemerintah)
Perangkat Daerah
2 | Meningkatnya Kualitas Opini BPK Opini WTP
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
PENDAPATAN DAERAH
KODE URAIAN ANGGARAN
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.179.171.343.795
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.179.171.343.795
JUMLAH PENDAPATAN 3.179.171.343.795
BELANJA DAERAH
KODE URUSAN/PROGRAM ANGGARAN
5.02 KEUANGAN 3.664.785.809.988
5.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 42.962.869.235
DAERAH PROVINSI
5.02.02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.614.675.388.053
5.02.03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7.147.552.700
JUMLAH BELANJA 3.664.785.809.988
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